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ABSTRAK 

 

Dida Safira Juniar, NIM. 17104163001, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 

2016 Dan Fiqih Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus di Desa Plosorejo 

Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar), Jurusan Hukum Tata Negara, 

IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing: Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin, 

S.H., M.Hum. 

Kata Kunci: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Permendagri Nomor 110 Tahun 

2016 dan Fiqih Siyasah Syar’iyyah 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diundangkannya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang 

menjelaskan berbagai tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban dari BPD. Dalam 

pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Plosorejo fungsi BPD belum berjalan secara 

optimal, dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan 

fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di 

Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar berdasarkan Permendagri 

Nomor 110 Tahun 2016, (2) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Plosorejo Kecamatan 

Kademangan Kabupaten Blitar berdasarkan Fiqih Siyasah. 

Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian 

yang bersifat kualitatif, dengan melakukan penelitian secara langsung dilapangan 

(field research), baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta 

menggunakan pendekatan analisis deskriptif guna menggambarkan terkait 

pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plosorejo Kecamatan 

Kademangan Kabupaten Blitar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Plosorejo kurang sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016. Masih ada beberapa 

fungsi yang belum berjalan secara optimal seperti pembentukan peraturan desa yang 

merupakan bentuk dari fungsi legislasi serta pelaksaan fungsi pengawasan kepala 

desa. Pada pelaksanaan fungsi legislasi ini terhambat dikarenakan hanya ada 

beberapa pihak saja yang memahami tentang proses atau cara pembuatan peraturan 

perundang-undangan yang baik dan benar. Sedangkan dalam hal pengawasan kinerja 

kepala desa terhambat dikarenakan adanya beberapa pihak yang merasa bahwa 

pengawasan tidak perlu dilakukan secara mendetai. Namun fungsi menampung dan 
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menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD di Desa Plosorejo sudah 

berjalan baik dan optimal (2) Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Plosorejo sudah sesuai 

dengan Fiqih Siyasah Syar’iyyah. Hal ini dapat dilihat dari perilaku amanah para 

anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meskipun memiliki berbagai 

kapasitas kemampuan yang berbeda. Dalam fungsi menampung dan menyalurkan 

masyarakat BPD di Desa Plosorejo sudah melaksanakan musyawarah yang baik 

sesuai anjuran fiqih siyasah syar’iyyah. Selain itu dalam pembuatan atau 

pengambilan keputusan juga dilakukan dengan seadil-adilnya demi kemaslahatan 

umum. Serta dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja kepala desa juga sudah 

dilaksanakan sesuai dengan fiqih siyasah syar’iyyah yaitu dengan menggunakan 

prinsip amanah dan kepemimpinan yang baik. 
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Plosorejo Village, Kademangan District, Blitar Regency), Department of State 

Administrative Law, IAIN Tulungagung, 2019, Supervisor: Dr. H. M. Darin 

Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum. 

Keywords: Function of Village Consultative Body, Permendagri Number 110 Year 

2016 and Siyasah Syar'iyyah Fiqh 

This research is motivated by the enactment of Regulation of the Minister of 

Home Affairs No. 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body which 

explains the various tasks, functions, and rights and obligations of the BPD. In the 

implementation of village governance in the Plosorejo Village, the function of the 

BPD has not yet run optimally, due to several inhibiting factors. 

The formulation of the problems in this study are: (1) How is the 

implementation of the functions of the Village Consultative Body in the 

administration of the village administration in Plosorejo Village, Kademangan 

District, Blitar Regency based on Permendagri Number 110 Year 2016, (2) How is 

the implementation of the Village Consultative Body function in the administration of 

the Village Government in the Plosorejo Village Kademangan District of Blitar 

Regency is based on Siyasah Fiqh. 

The research method used by using qualitative research methods, by 

conducting research directly in the field (field research), both through interviews, 

observation, and documentation. As well as using a descriptive analysis approach to 

illustrate the implementation of the functions of the Village Consultative Body in 

Plosorejo Village, Kademangan District, Blitar Regency. 

The results of this study indicate that: (1) The implementation of the functions 

of the Village Consultative Body (BPD) in Plosorejo Village is not in accordance 

with the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 110 of 2016. 

There are still some functions that have not been run optimally such as the formation 

of village regulations which are the form of the legislative function and the 

implementation of the supervisory function of the village head. In the implementation 

of this legislation function is hampered because there are only a few parties who 

understand the process or how to make legislation that is good and right. Whereas in 

terms of monitoring the performance of the village head hampered because of several 

parties who feel that supervision does not need to be done in detail. However, the 
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function of accommodating and distributing community aspirations carried out by 

BPD in Plosorejo Village has been running well and optimally (2) The 

implementation of BPD functions in Plosorejo Village is in accordance with the Fiqh 

of Siyasah Shar'iyyah. This can be seen from the mandate behavior of BPD members 

in carrying out their duties and functions, despite having different capacities. In the 

function of accommodating and distributing BPD community in Plosorejo Village, 

they have carried out a good meeting in accordance with the suggestion of fiqh 

siyasah syar'iyyah. In addition, in making or making decisions also carried out as 

fairly as possible for the benefit of the public. And in the implementation of the 

function of monitoring the performance of village heads has also been carried out in 

accordance with the fiqh siyasah syar'iyyah, namely by using the principle of trust 

and good leadership. 
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